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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1.  Pengecer yang melanggar ketentuan Pasal 4  UUPK dan Pasal 8  wajib 

bertanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada konsumen smartphone 

ilegal. Namun pada kenyataannya hampir seluruh pengecer di Plaza 

Millenium wilayah Kota Medan menolak bertanggung jawab atas smartphone 

ilegal yang mereka jual. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Ayat 

(1) UUPK yang mengatur secara tegas akan tanggung jawab pelaku usaha 

dalam pemberian ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian 

konsumen akibat mengonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan. 

2. Konsumen memiliki harapan besar akan pemberian ganti rugi atas 

smartphone yang telah dibeli, seperti pemberian jaminan berupa garansi yang 

tidak di persulit. Upaya yang dapat ditempuh konsumen smartphone ilegal 

jika pelaku usaha tidak bertanggung jawab adalah melakukan musyawarah 

dengan pihak pelaku usaha untuk mencari solusi yang terbaik. Akan tetapi 

bila musyawarah tidak dapat berjalan, konsumen dalam hal ini dapat meminta 

bantuan dari pihak lain yakni Lembaga Konsumen Medan (LKM) ataupun 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menjadi mediator 

dalam penyelesaian sengketa tersebut. Jika konsumen kurang puas, konsumen 

dapat mengajukan gugatan ke pengadilan .  
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B. Saran 

1.  Terhadap pelaku usaha sebaiknya menjual smartphone sesuai dengan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) ataupun peraturan kepabeanan yang telah 

ditentukan oleh pemerintah. Karena pelaku usaha yang terbukti menjual 

smartphone ilegal, akan mendapatkan sanksi keras terhadap Undang-undang 

Perlindungan Konsumen, Undang-undang Kepabeanan, dan Undang-undang 

Telekomunikasi.  

2.  Terhadap konsumen sebaiknya dalam membeli smartphone jangan tergiur 

dengan promosi yang menawarkan harga murah dan harus lebih teliti 

memeriksa nomor IMEI, dengan cara menghubungi *#06# untuk smartphone 

GSM dan *3001#12345# untuk smartphone CDMA. Apabila konsumen 

merasa dirugikan dengan smartphone yang dibeli, seharusnya jangan segan 

mengajukan pengaduan kepada lembaga yang terkait sehingga konsumen 

tidak hanya mendapat haknya kembali tetapi diharapkan dapat mengurangi 

peredaran smartphone ilegal yang sampai sekarang masih dengan bebas 

diperjual belikan.  

3.  Terhadap peran pemerintah dan penegak hukum, sebaiknya pemerintah 

membentuk unit ataupun instansi pemerintah seperti badan khusus yang 

melakukan pengawasan terhadap penjualan produk elektronik dalam hal ini 

smartphone. Pemerintah juga diharapkan lebih banyak  mensosialisasikan 

pentingnya perlindungan konsumen baik itu melalui media cetak, elektronik 

maupun penyuluhan secara langsung. Terhadap aparat penegak hukum seperti 
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polisi agar lebih serius dalam mengusut para pelaku usaha maupun oknum-

oknum yang terkait dalam peredaran smartphone ilegal, serta diberikan sanksi 

tegas yang kemudian diharapkan menimbulkan efek jera bagi pelakunya. 
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